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4. Undang-Undang ... 

a. bahwa pertambahan penduduk dan pcrubahan pola 
konsumsi rnasyarakat menirnbulkan bertarnbahnya volume. 
jenis, dan kara.kteristik sa.mpah yang semakin beragam: 

b. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara 
kornprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan 
prinsip yang berwawasan lingkungan. schingga tidak 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 
masyarakat dan lingkungan. rnernberikan manfaat seeara 
ekonom.i, serta dapat mengubah perilaku masyarakat: 

c. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraruran Daerah 
Nomor l Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di 
Kabupaten Melawi, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan siruasi saat ini sehingga pcrtu dilakukan 
pcrgantian; 

d. bahwa bcrdasarkan pcrtimbanga.n sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huru.f c diatas make perlu 
menetapkan Peraruran Daerah tentang Pengclolaan Sampah. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tohun 2003 tentang 

Pcmbcntukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di 
Propinsi Kalimantan Baral ( Lernbaran Negara Tuhun 2003 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3839 ) : 
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang ~ngelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembamn N<"gara Republik Indonesia 

Nomor 4851 ); 

BUPATl MELAWl. 
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7. Forum .. 

.,. . 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai Unsur Pcnyelcnggara 
Pcmerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mclawi. 
5. Dinas Lingkungan Hidup sebut adalah Dinas yang mempunyai kewenangan 

dan tanggung jawab dibidang Pengendalian Pencema.ran clan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah 83, Bidang Tata Lingkungan 

dan Konservasi Sumber Daya Alam dan bidang kebersihan, Pertamanan 
dan perkuburan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Pcrangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam peyelenggaraan 

Pcmcrintahan Daerah . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEL.AWi 

dan 

BUPATI MEL.AWi, 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan , _ baran 

' J.A:"ffl Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemeri.ntahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tamba.han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 o 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 



. . 
22. TempaL.. 

komposiai dan/ a tau jumlah sampah. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 

berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, 

penanganan sampab. 
21. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan menguba.h kara.kteristik, 

dan 
dan 

20. 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 

12. Sampah Spesifik a.da1ah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 

volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 
13. Air Limbah adalab semua cairan yang berasal dari kcgiatan proses produksi 

dan kcgiatan usaha lainnya yang tidak dimaofaatkan kembali. 

14. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang 
dibasil.kan dari jenis sumber sampah di wilayab tertentu per satuan waktu. 

15. Sumber Sampah a.da1ah setiap orang, bad.an usaba dan/atau kegiatan yang 
mengha.silkan timbulan sampah. 

16. Pengurangan sampah adaJab kcgiatan pembatasan timbulan sampa.h, 
pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampa.h. 

17. PeroUaban sampah adaJab kcgiatan mengelompokan dan mcmisahkan 

sampab sesuai dengan jenisnya, 

18. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan 

sampah dari sumber sa.mpah ketempat penampungan sementara atau 
tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. 

19. Pengangkutan sa.mpah adalah kegiatan membawa sa.mpah dari sumber atau 
tempat penampungan sementara meouju tcmpat pengolahan sa.mpah 
dengan prinsip 3R atau tempat pemroscsan akhir dengan mengguna.kan 
kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut 

sampab. 

10. 

9. 

8. 

Forum Masyarakat Peduli Kebersiban adaJah wahana koordina · 
Sl pemangku 

kepentingan yang bersifat tetap scbagai mitra Perncrintah Dacrah. 

Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah 

kegiatan pengurangan sampah dengan mengurangi, memakai atau 
memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. 

Sampab adalah sisa kcgiatan sehari - hari manusia dan/atau proses a1am 
yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun 
sampah seienis sampah ru.mah tangga. 

Sa.mpab Rumah Tangga adalah sa.mpah yang berasal dari kegiatan sehari­ 

hari dalam rurnah tangga yang scba.gian besar terdiri dari sampah organik, 
tidak tcrmasuk tinja dan sampah spesifik. 

11. Sampah sejenis sampa.h rumah tangga adalah sa.mpah yang tidak berasal 

dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan 

7. 

• 
• . , 
-t 



e. Kepastian ... 

a . Keterpaduan; • b. Akuntabilitas; ,· c . Transparan; • :"' d. Partisipatif; dan 
' , 

BAB 11 

ASAS DAN TUJUAN 
Pasal 2 

Pengelolaan sampah disclenggarakan berdasarkan asas: 

• 

penunjang. 
27. Tern pat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang 

dapat berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. 
28. Tempat Pengolahan sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST 

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran 
ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir 

sampah. 
29. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat 

untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan. 
30. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah terhadap 

pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif 

terhadap manusia/ orang. 
31. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 

Oaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan . 
32. Orang adalah orang perscorangan, sekelompok orang, dan/atau badan 

hukum. 
• ·t 

23. 

Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat 

penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah. 

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 

tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan 

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

24. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut 

TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 

25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 

untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 

26. Kawasan Komersial adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha 

perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

22. 



. . c. menetapkan ... 

Pasal 5 
Untuk mclak.sanakan tugas sebagaima Pemerintah Daerah mempunyai 

wewcnang: 
a. mcrumuakan dan menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 

bcrdaaarka.n kcbijakan nasional; 
b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam 

pengclolaan sampah; 

Togas Pemerintah Daerah meliputi: 

a mcnyiapkan tcmpat pembuangan akhir (TPA) dengan sistern Controlling 
maupun dengan sistem Sanitary Landfill; 

b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; 

c. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah; 
d. mclakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan 

penanganan sa.mpah; 
c. mengelola sarnpah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana 

pengclolaan sampah; 
f. memanfaatkan, mernfasilitasi, dan mengcmbangkan hasil pengelolaan 

sampah; 
g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah 

yang bcrkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau 

menangani sampah; 
h. mengkoordinasikan antar lembaga pemcrintah, masyarakat, dan pelaku 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan 
1. mcnyiapkan tempat sampah didacrah pelayanan sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 4 

BAB III 
TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 3 
pengclolaan sampah bertujuan untuk: 

a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; 

b. meningkatkan peran serta masya.rakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan 

persarnpahan untuk secara aktif mengurangi dan/ atau menangani sampah 
yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan; 

c. mcnjadikan sarnpah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ckonomis; dan 
d. mewujudkan Kabupaten Mclawi yang bcrsih dan hijau. 

e. Kepastian hukum. 



c. menetapkan ... 

wcwenang: 
a. mcrumuskan dan mcncrapkan kcbijakan dan stratcgi pengelolaan sampa.h 

bcrdasarkan kcbijakan nasional; 
b. mcla.kukan kcrjasama antar daerah, kemitraan clan jejaring dalam 

pengclolaan sampah; 

Pasal 5 
Untu.k melaksanakan tugas sebagaima Pernerintah Daerah mcmpunyai 

Tugas Pemerintah Daerah meliputi: 

a. menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem Controlling 
maupun dengan sistem Sanitary Landfill; 

b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; 

c. rnengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah; 

d. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pcngurangan dan 
penanganan sampah; 

e. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasa.rana dan sarana 
pcngelolaan sampah; 

f. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengelolaan 
sampah; 

g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah 
yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ara.u 

menangani sampah; 
h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyara.kat, dan pelaku 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah: dan 

i. menyiapkan tempat sa.mpah didaerah pelayanan sesuai dengan keburuhan. 

Pasal 4 

BAB ill 
TUGAS DAN WEWENANG 

PasaJ 3 
pengelolaan sampah bertujuan untuk: 

a. me~udkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampan: 
b. merungkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pcngclolaan 

pe~pah.an untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampan 
yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan; 

c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan 
d. mewujudkan Kabupaten Melawi yang bersih dan hijau. 

e. Kepastian hukum. 

. 
• 

. . . 



(5) Ketentuan ... 

(3) Muatan rencana induk pcogolahan sampah scbagaimana dimaksud pada 

ayat (2), didasarkan pada; 
a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara 

bcrtahap; 
b. target pcoanga.nan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 
c, target pcnyediaan prasarana dan sarana pcngelolaan sampah; 

d. kebijakan dan strategi pcngelolaan sa.mpah; 
e. pengembangan kerjasama, kemitraan. dan partisipasi masyarakat; 
r_ pengembangan dan pemaofaatan teknologi yang ramah lingkungan 

xmruk pengclolaan sampah; dan 
g. ke.butuhan pcoyedia.an dana yang ditanggung Pcmerintah Daerah dan 

masyaraka.L . pah sebagannana dimaksud 
(4) Pcnyusunan rencana induk pcogelolaan sam . 

pad.a ayat (2) dan ayat (3), berpedomanan pada kebijakan dan strategr 

nasional sistem pengelolaan persampahan- 

J· pendanaan. 

g. 
h. pcngclolaan sampah; 
i. pemrosesan akhir sampah; dan 

f. 

pemilaharr sampah; 
pengu.mpulan sampah; 
pengangkutan sampah; 

e. 

h. menyusun dan menyclenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampab sesuai dengan kewenangannya 
Pasal 6 

(1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, 

Bupati menyusun dan menctapkan rcncana induk pengelolaan sampah. 
(2) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling sedilcit memuat; 

a. penyekatan sampah; 
b. pembatasan timbulan sampah; 
c. pendauran ulang sampah; 
d. pemanfaatan kembali sampah; 

memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah; 

mclakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah: dan 

f. 
g. 

e. 

d. 

menetapkan Iokasi TPS, TPS 3R dan TPA didalam Rencana Detail Tat.a 
Ruang (RDTR); 

melalrukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R; 
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan 

ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (duapuluh) 
tahun; 

c. 

i 



c. mernbuang ... 

(1) Masyara.kat bcrkewajiban: 
a. memelihara kebersihan di lingkungannya; 
b. mengurangi dan menangani sampah; 

Pasal 11 

Masyarakat bcrhak : 
a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat: 
b, mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan bcrwawasan 

lingkungan dari Pernerintah Kabupaten Melawi; 
c. bcrpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan sarnpah; 
d. mcmperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu 

mcngenai penyclcnggaraan pengelolaan sarnpah; 
e. mcndapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari 

kcgiatan pcngclolaan sarnpah di TPA; dan 
f. mcmpcroleh pcmbinaan pcngelolaan sampah yang baik dan berwawasan 

lingkungan. 

BAB IV 

HAK DAN KEW AJIBAN 

Pasal 10 

Pasal 9 
Rcncana Strategis (Renstra) SKPD terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 
( 1) Rencana Aksi Daerah (RAD) pengclolaan sampah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7 huruf a, merupakan wujud koordinasi kegiatan pengetoiaen 
sampah yang dilakukan oleh SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima] 
tahun. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Alesi Daerah (RAD) Pengelolaan 
Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 7 
Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana climaksud dengan pasal 6, 
dituangkan kedalam: 

a. Rencana Aksi Daerah {RAD) pengelolaan sampah; dan 
b. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait, yaitu: 

1. Dinas Lingkungan Hidup 

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pc 1 1 · ngc o aan sarnpah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(5) 

. . . . 

I 



(3) Pcnyelenggaraan ... 

BAB V 

PENYELENGGARAAN PENGEWLAAN SAMPAH 

Bagian Kcsatu 
Umum 

Pasal 15 

(1) Pcnyclenggaraa.n pcngelolaan sampah ditujukan pada: 

a. sampah rumah tangga; 
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; 

c. sampah spesifik; dan 
(2) Pcnycknggaraan pcngelolaan sampah pada sampah rumah tangga dan 

...... h · · pah rumah tangga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf sampan SCJCnJS sam 
a dan hwuf b, harus menerapkan Standar Pclayanan Minimum (SPM) 

t1C11uai dengan ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 14 

(1) Setiap pengembang wajib menyediaka.n fasilitas pengelolaan sampah 3R, 

berupa TPS dan TPS 3R. 

(2) Pcnyedia.an fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) harus bersifat ram.ah lingkungan dengan mempertimbangkan fungsi 
bangunan, jenis, karakteristik dan timbulan sampah. 

dimaksud da1am Pasal 12 harus scsuai dengan standar teknis fasilitas 
dan/atau pela.ksanaan pengelolaan sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis fasilitas dan/atau 
pelaksanaan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati Melawi. 

pengelolaan sampah scbagairnana (1) Fasilitas dan/atau pelaksanaan 

Pasal 13 

Pasal 12 

(1) Sctiap rumah tangga wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah 
rumah tangga sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R. 

(2) Pcnanggung jawab dan/ atau pengelola ka.wasan pernukiman, kawasan 

perdagangan, ka.wasan pemerintahan, fasilitas urnum, fasilitas sosial, 
fasilitas lainnya dan kegiatan kerarnaian sesaat, wajib melaksanakan 
pengelolaan sampah. 

c. membuang sampah pada te tn · · 
. . mpa ya menurut jerus pewadahannya dan 

sesuai jadwal yang ditentukan; dan 

d. tidak melanggar ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

(2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan 
ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampan. 



Pasal 19 
Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17, 
penanggung jawab dan/ atau pengclola pusat perbelanjaan, toko modem dan 
paaar wajib menggunalcan kantong belanja ramah lingkungan. 

. ... . . 

b. menggunakan kemasan dan/ atau produk yang dapat dirnanfaatkan 
kembali dan/atau mudah terurai secara aJam; 

c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan 
d. memanfaatkan kembali sa.mpah secara arnan bagi kesehatan dan 

lingkungan. 
(2) Upaya mcmanfaatkan kcmbali kemasan dan/atau produk sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) huruf b dan huruf d, mengacu pads tabel kernasan 
dan/atau produk yang sesuai dengan kctentuan peraturan perundang­ 
undangan . 

.... 

sampah sebagaimana 
PasaJ 18 

(1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan 
dimaksud dalam Pasal 17 dcngan cara: 

a. menggunakan scdikit mungkin kemasan dan/ a tau produk yang 
menimbulkan sarnpah; 

Bagian Kedua 

Pengurangan Sampah 

Pasal 17 
(1) Pengurangan sampah sebagairnana dirnaksud daJam Pasal 16 huruf a, 

dilakukan dengan kegiatan: 

a. Pembatasan timbulan sampah; 
b. Pendauran ulang sampah; dan/ atau 
c. Pemanfaatan kembali sampah. 

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang 
dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam. 

Pasal 16 

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum diangkut ke 
TPA dilakukan pengelolaan dengan cara: 

a. pengurangan sa.mpah; dan 

b. penanganan sampah. 

(3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah spesifik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



.. .• l 'W' ~ • 

dari b&han yafl8 dapRt didaur ulAt~ 

(3) Apabila rumah t~ hJAl. ~MJ"t l\°l'M\\ ~"""' •~iA"\ 

set:Nlpima.na dimaksud J-)Ad-a ~ill 1 ). ~I.A ·-~h Mn-4'\itl, • 

oleh Pcmerinta.h Daernh 

(It sctiap ru.mah t~ '\\-aJib 1tl<'t\'""1-...-.,-n ·~"'h M~-J'I"· ,. ''" 

pcmilahan sarnpah. 
(2) Wadah sebagaimana d1m,u,..~thi pR,t,. 1\\At t \) ~~"~ k1' ~t, 

dan beracun rumah ta~~. 

(2) Kritcria wama dan jems sarnpah &:;~m ~:'.s.~·1 
scbagairnana dima.ksud pads A~'l3l ( l l. nl<':,f m 

a. wadah warns hijau unruk sarnpsh '.\l)..'l'l\ml... 

b. wadah warna kuning unruk sarnpah An,.)t),.".\11,l.. ,iAn 
c. wadah warns merah unruk s:~mr~l, ~~~ nl<T' ,,.. .. ::-.. • ~- ~ 

dilakukan melalui k~atan pe-n_~J....m\~ n s: ~-..t 'I ~ ,.__.,_, ~~ -,. " 

yang sesuai dengan jerus sampah 

.. , 

Pa~~f l 
Pemila.hA.n ~mp,'\h 

b. pengumpulan sarnpah. 
c. pengangkuran sarnpah: 
d. pengclolaa.n sampah; dan 
e. pemroses.an akhir sampsh. 

Pcnanganan Sampah 
meliputi: 

a. pemilahan sarnpah: 

Pasa1 :~ 

~ ~~un~A d ma :-sud os .& :-:, 

BapAn ~t"ti~ 
~.nan~na.n $arr,i-- '- 

(2) 

. . 
?.~sal ~\. 

(1) Pcnguran,gan sampah S<'bagannan.a .!:..n&l.,~ ~~--:- ~ 
dcngan cara. 

a. mcnggunakan bahan \'"An(' ,~,,,.... ~'-~ -e • _ 
- --~ ~-.Sl 1...-.a..:---"U ~....... ....~- ...... " ..,., ~-- "- ....... '... ~-- : .,._• ~~ 

ulang dan I atau bahan Y&n!'; mudn.h .:;~~n.\1 ,"»<' •• ~-...._~ £~::.. .u:-, ~:s.· 
b. mengurnpulkan dan lTK".nyers.hks.n .e:::~ ~::-:.!' ~ .).4-. ~'4.-<:t,- 

dan/ atau produk ~'"&11g sudah d~'1.ma ·an 
Kctcntuan J bih 1 · ~ anjut mc~~nai blt8 csra ~~ .... ;"1:.;l&"'! ,it..:" • .~,~ ... ~. 
kcmbali sampah diarur denga.n ~.rnt~n.n ~~ ~ 

•. 

. ' 
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(3) Masyarakat.. . 

tertulis dari instansi pengeloln mendapatkan rckomendasi 
pcrsampahan. 

(1) Pengwnpulan sampah rumah tangga dari ternpat pemilahan sarnpai ke TPS 

dan/atau TPS 3R menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 
(2) Maeyarakat dapat mclakukan pengumpulan sa.mpah rumah tangga 

scbagaimana dimaksud pada Pasal (I), ke TPS dan/atau TPS 3R setelah 

Pasal 26 

a. rumah tangga; 

b. kawasan komersil, kawasan perdagangan, kawasan pemerintahan: 
c. fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain; 
d. jalan; 
e. taman umum, tarnan makam dan jalur hijau; 
f. saluran air, parit dan got. 

(2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 dilakukan sejak 
pernindahan sa.mpah dari wadah sampah kc TPS, TPS 3R dan/ atau sampai 
kc TPA dengan tetap mcmperhatikan jenis sarnpah. 

Paragraf 2 

Pengumpulan Sampah 
Pasal 25 

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, 
bersumber dari : 

Pasa.1 24 
( 1) Pcnycdiaan wadah sampah ba . 

se gairnana dimaksud dalarn Pasal 22 dan Pa I 
23, harus memenuhi standar wadah sampah. sa 

(2) Wadah sampah palin diki h . g se t arus memenuhi standar yaitu : 
a. tidak mudah rusak dan kedap air. 
b. ekonomis dan mudah di peroleh. 
c. mudah dikosongkan. 

d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda. 

(4) Penanggung jawab d I 
an atau pengt-lola ka 

pcrdagangan, menyediak Wasan ~mukirnan kawnsan 
an wadah sampah · 

sampah dikawasan yang ~rsangkutan untuk kegiatan P<"milnhnn 
(5) Penyediaan wadah sampah dil . 

uar rurnah tan 
scbagaimana dimaksud pad gga dan diluur kownsnn 

a ayat ( 1) dan ayat (3) . 
Pemerintah Daerah. ' menJadi tanggung Juwub 

(6) Penyediaan wadah sampah dil 
uar rumah tangga dan I t . sebagaimana dimak d a au diluar knwasnn 

d I su pada ayat (4), dapat disediaka.n oleh pelaku . h 
an atau masyarakat. usa a 



Pasal 29 ... 

Pasal 28 

{l) Pengangkutan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf a, dilaksanakan dengan cara: 
a. tidak langsung, dan 

b. langsung 
(2) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ke TPS dan/atau TPS 3R 
diwilayah pemukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan 
dapat bekerja sama dengan badan usaha dibidang kebersihan. 

(3) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, ke TPS , TPS 3R dan/ a tau TPA menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan badan 
usaha dibidang kebersihan. 

(4) Pcngangkutan residu sampah rurnah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ke TPA menjadi tanggung 
jawab Pcmerintah Daerah. 

Paragraf 3 

Pengangkutan Sampah 
Pasal 27 

Pengangkutan sarnpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, 
bersumber dari : 

a. rumah tangga; 

b. kawasan pernukirnan, kawasan komersil, kawasan perdagangan, kawasan 
pemerintahan; 

c. fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain; 
d. jalan; 
e. taman, jalur hijau dan hutan kota; 
f. saluran air, parit dan got; 

(3) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS 

dan/ atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibina dan 
diawasi oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Residu sampah yang berada di TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPA paling 
sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu. 

(5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 
yang dibuat. 

. . • 



(6) Pcnyediaan ... 

Pasal 32 
( 1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31 

terdapat di: 
a. kelurahan; 

b. desa; 
c. kecamatan; dan 
d. kawasan pemukiman 

(2) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari sampah rumah 

tangga; 
(3) Pengolahan sarnpah di TPS 3R desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari sampah rumah tangga; 
(4) Pcngolahan sampah di TPS 3R kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk sampah yang sulit terurai yang berasal dari sampah rumah 

tangga; 
(5) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) 

dan ayat (4), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh 
badan usaha dibidang kebcrsihan dbawah pcmbinaan dan pcngawasan 
Pemerintah Daerah. 

t' . - l .. 

Paragraf 4 
Pengolahan Sampah 

Pasal 31 
Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d dilakukan di TPS 

3R dan/ at.au TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume 

sarnpah dengan memanfaatkan teknologi yang rarnah lingkungan. 

Pasal 30 

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan 

Pasal 29 ke TPS, TPS 3R dan/ atau TPA dilakukan oleh Petugas Kebersihan 

dengan mcnggunakan kendaraan khusus angkutan sampah dan berdasarkan 

jadwal yaitu darijam 04.00 WIB sampai denganjam 17.00 WIB. 

Pasal 29 

(1) Pengangkutan sampah fasilitas umurn, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R menjadi tanggun . g 
jawab penanggung jawab dan/ atau pengelola fasilitas dan dapat 
dikerjasamakan dengan badan usaha dibidang kebersihan. 

(2) Pengangkutan residu sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dam fasilitas 

lainnya dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 



I 
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(21 Penyediaan ... 

Paragraf 5 
Pemrosesan Akhir Sampah 

Pasal 37 
(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 21 huruf e, 

dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/ atau residu sampah 

scbclum ke media lingkungan secara amen. 

Pasal 36 
(1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan 

pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, 
kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah spesiflk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 35 
Pengolahan air limbah domestik dilakukan di instalasi pengolahan limbah 

domestik/instalasi pengolahan air kotor yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. 

(1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan 
standar prasarana dan sarana pengolahan sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana 

dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 34 

dan/atau Pemerintah Daerah lain. 

untuk 
paling 

(1) 
Pasal 33 

Pengolahan sarnpah di TPS 3R kelurahan, desa dan kecamatan 
sedikit melalui kegiatan pengomposan sebagai usaha masyarakat 
mengurangi timbulan sampah. 

(2) Kornpos yang dihasilkan di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan tanaman dan dapat 
dikerjasamakan dengan pelaku usaha, badan usaha dibidang kebersihan 

(8) 

(7) 

Penyediaan lahan TPS 3R dikelurahan d d 
dimaksud ' esa an kecamatan sebagaimana 

. pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), men·adi . 
Pemenntah Daerah dan d . . J tanggung rawab 

apat d1ker.Jasamakan dengan pelaku 
masyarakat dan/ atau badan usaha dibidang kebersihan. ueaha, 
Penyediaan lahan TPS 3R dikawasan pemukiman b . . 

se agairnana dunaksud 
pada ayat ( 1) huruf d, menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan. 
Lokasi TPS 3R seb · · . agaimana dunaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 
sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) dan Peraturan Zonasi. 

(6) 
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Bagi.an Kodua 

Wadah Sampab dan Trmpat PmgekY.aa:J Sa~ 

PasaJ 4-0 

(1) wadah sampe.h sebagaimana dimaksud dalarn Pasa.l 39 ay.n (:J b::-.= a, 

harus memenuhi persyaratan ba.han sebagai ber.lc..- 

a. tidak mudah rusak dan kedap air; 
b. ckooomis dan mudah dipcroleh; 

e. TPA; 

f. sarana pengumpulan sampab; dan 

g. sarana pengangkutan sampah. 

d. Container, 
c. TPS 3R; 

PasaJ 39 
Prasarana dan sarana pengolahan ~ terdm at.as: 

a. wadah sampah; 
b. TPS; 

BAB VI 
PRASARA.'iA OA.'i SA.RASA 

Bag,an Kesa.tu 

Umum 

Pasal 38 

(1) Penyediaan TPA scbagaimana dimak.rud dalaro P~ ?,7, ~~..a;,an .. ;-.~ 
penanganan residu eampeh dan kegiatan ~.r.r.yAcsr, ..:r,tA.....tc 
mengantisipasi aprabila behnn beroperasirrya pengclahan sampah 6 11'3 ~? 

(2) Penanganan residu sampah di TPA sebagaimana GinldJc.sud pada c{;·o~ 1: . 
menggunakan mctode sesuai dengan keterrtuan perazurar; ;,e,-:..c..a~­ 
undangan. 

(2) Penvediaan lahan tuk 
'J un TPA sebagaimana dll'Tlo..QUd p:,d;J lr/::S1 IJ I, 

menjadi tanggung jawab Pemcrintah Daerah. 

(3) Lokasi TPA scbagairnana dimaksud pada ayat ( J) c:L:.eto;,kon ~~~ d.e-r~;,;,~. 
RDTR dan Peraruran Zonasi. 

(4) Pemrosesan akhir untuk arr limbah ~ d.IaJcwcan ,.,:en :T,$.;;~~1 

pcngolahan arr limbah yang diroiJilci olcb Pernerintah daerah 



(2) Penyediaan ... 

Bagian Keempat 
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Pasal 44 

(1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, disediakan 
Pcmerintah Daerah paling sedikit I (satu) untuk tempat pemrosesan dan 

· · · ku ara aman bazi kesehatan dan pcngembalian sampah ke media ling ngan sec o· 

ling}rungan. 

Bagian Ketiga 
Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R) dan Container 

Pasal 43 

(1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 39 ayat (1) huruf c, harus 
memenuhi ketcntuan lokasi sebagai berikut: 
a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitamya; 
b. aspek sosial dan ekonorni masyarakat sckitar; 
c. aspek kelayakan pembiayaan; 
d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas; 
e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R; 

f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, hemat lahan, dan 

g. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS 3R sebagaimana climaksud pada ayat 

(1), diatur dengan Peraturan Bupati. 
(3) Container sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 huruf d harus 

memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 

I 
' 

Pasal 42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah sarnpah dan TPS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati. 

g. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitamya; 

memenuhi 

Pasal 41 
TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 hurur b, harus 
persyaratan tek.nis sebagai berikut: 
a tersedian fi ·li . ya asi tas pemilahan untuk m . katk enmg an peran aktif 

dalarn menangani sampah melalui 3R· masyarakat , 
b. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau 

angkutan sampah; 
c. memperhatikan estetika dan lingkungan; 
d. memperhjtungkan volume sampah: 

e. mencegah perembesan air limbah kedalam air tanah, mata air dan badan air 
f. mengendalikan dampak akib t b 1 . ' a au, alat, tikus, anjing dan serangga lainnya 

dan ' 



r. 47 

()} Pt-n)Tdiaan sara.,w p<"ngumpul..ul S4mpah •a.Lan c...unan, ran •Jr pant/got 
w:t.gauna.na duna..ksud pada Pa J :. .,at 2 men d1 lAfl8g\Jr\S J .. ,ub 

~rn<nntah D c:-rah 
(lt Plr-n~ sararu1 pcngumpulkn SAJ"rpah 91('~ dunahud p.ad.- a, ar 

(1). dapet d_ut("f]asama.lca.n dc:-np.n B&dan L1saha d1t.»d.l.ng l\._('b(-o,h.an u 

dt"np.n krtn1tuan pcraturan ~ru.ndang und.anpn 

b sarnpah (d dnas urnum, f..t~ilil4s 

c sampah jalan, 
d. sarn pall taman, 

~ aamps.h snluran arr. dun 

(. aamp.,.h k.a"' .. IMln pernukrman. bv.--.san Ii;« mc-nwtJ, b• I 
r 

Ru in KrlltnJ 

• 'arann f"t-n~mpu'4-.n •• mpah 

Pc.ts.al 41') 

( l) Saran Pengumpulan Sarnpah sebagaimana dun.u.-~ud d..al..lm ~ .. u.1 .3'-1 huruf 
t, terd an dari 

a gerobak / motor sampah [toasa] 

b mobil angkutan sampah [arnroll dan dumptruck 

(2) Sarans Pengurnpulan $amp.Ah sebagaunana di..rrw.J.. ud ~ , t (l J. untul. 
pengumpulan 
a sam pah rurnah lilnggu, 

TP.\ h,"\l,:tUmAnA ci1mAk,uci ,fol.lm F">11'.I I cl•. ,~µ.ec d1kr-m• n k..,n uu u 

surnber c-ncl"J:1 J"("ml'IAn5,:k11 1 ... 1nk tllf".rn ur 1 u ~ntuk t...an 

r mrmprrh1111k•n aear,rl.. ~Tt.11, tala lin1.;kun ,n lo JU ,~11 w:k:,t.ir, 

n,rm1w-rh,111I.. u1 n11prk -.,~11 I rknn11n11 nuu, u ,II. ,1 w:lutJac, 

mc-mp,rr h•t1I.. ,n ~u,prk l..rhn •k n 1rmbun 111, 

h rnrmrw-r hn11k.1n '"' k rrnc f'IAIAn ,t,m krtrrv:tl II r.u,:11.11~ \ "K 41 t , ,t fl 

mrmprr hnhk n kr, 111..\lflUn krrrrw-cluaun lutuu1 Irr nu.Auk untuk r.,, 
rrn,11n~n 

tar; 

d.kng}wpt {,u,.l!Jua pen 

dLtpat '111n1c,;r k.ian dcn ( 

n, 

mrmenuh, 
f~) Pc-m edian TPA !id:J.1.1 .... , ........... ~ ~·--- d.uru.t.k ud pod 

kete ntuan acb.a berikut 

a dJ~n,:ikJ.tpt te kno , an f'1lfflAh Im l.un 



a. mcmfasilitasi ... 

Pasal 52 

Lembaga ~ola Sampah lingkup desa dan kelurahan scbagaimana dirnaksud 
dalam Pasa1 51 ayat 2 huruf a. mempunyai rugas: 

... . . . 
' . . 

,. . , 

·. ' 
Pasal SJ 

(1) ~tab Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan 

sa.mpah \1,"'lljib mcmfaailitasi pembcntukan Lcmbaga Perigelola Sarnpah. 
(2l Lcmba.ga Pcngclola Sampah sebagairnana dimaksud pada ayat ( l ), meliputi: 

a. Jcmbaga pengelola sampah linglrup desa dan kelurahan;dan 
b. lnnbega pc-ngcJola sa.mpah lingkup kecarnatan. 

.. 

BAB VU 
LEMBAGA PENGELOLA. 

Pasal so 
Pengadaan dan pcmclihara.an truk sampah sebagaimana dimaksud Pasal 48, 
menjadi tanggung jawab Pcmerintah Daerah. 

Pasal 49 
Truk sa.mpah sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), paling scdikit harus 
~uhi persyaratan sebagai berikut: 
a. terrurup. 

b odak mcrumbulkan bau; 
c. odak mencttcrk:an air Iindi: dan 
d. bersib 

Bagian Keenam 

Sarana Pcngangl"Utan Sampah 

Pasal 48 
(1) Sarana pcngangk-utan sampeh se,h.,._..:___ dimak: 

"""5a.uJUlfl8 sud da1am Pasal 39 ( l) huru.f g, terdiri dari: ayar 

a. dump O"UCk: dan 
'!>. amrolt 

~I Sarana 
J>Cngangl"Utan air limbah domestik bcrupa kcndaraan pcnyedia air 

limbab dom~tik.. 

(3) Saran.a ~ngangkutan sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), unruk 
~nganglmtan: 

a. sarnpah rumah tangga dengan sistern tidak langsung; 
b. sampan fasilitas umum, fasilitas scsial dan fasilitas lainnya; 
c. sampa.h jalan: 
d. sampah ta.man: 

e, sampah saluran air. parit Zgot; dan 

f. sa.mpah kawasan permukirnan, kawasan pcrdagangan dan kawasan 
Pcmerintahan. 



a. Kesehatan ... 

Pasal 57 
Sctiap pcrups kcbcrsihan bcrhak mendapatkan jarninan perlindungan dari 
pcnanggungjawab pengclola kebcrsihan, meliputi; 

PasaJ 55 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lcmbaga Pengelola Sampah sebagaimana 
diroaksud dalam Pasal 51 diarur dengan Peraruran Bupati. 

BAB vm 
PETUGAS KEBERSIHAN 

PasaJ 56 
Pctugas Kebcrsihan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. schat jasmaru dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
b. bcrumur paling rendah 18 (delapan bclas) tahun dan paling tinggj 58 (lima 

puluh dclape.n) tahun yang dibukti.kan dengan Kartu Tanda Pcnduduk ~'TP). 

Pasal 54 

( 1) Lcmbaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan 
Pasal 53, harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah bcrkewajiban membina dan mengawasi kinerja Lcmbaga 
Pengelola Sa.mpah. 

Pasal 53 

l l) Lembaga Pengelola Sa.mpah lingkup Kecamatan sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. kawasan pemukiman: 

b. kawasan komersial: 

c. kawasan perdagangan; 
d. kawasan pemerintahan: 

e. fasilitas sosial dan lingkungan 

(2) Lembaga Pengelola Sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( i), mempunyai tugas: 

a. menyediakan wadah sampah, fasilitas pemilahan sampah, TPS 

dan/ atau TPS 3R kawasan dan sarana pengumpulan sampah; 
b. mengangkut sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R kawasan ke TPA; dan 
c. menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah. 

a. mernfasilitasi tersedianya wadah sampah d.imasing-masing rurnah tangga dan 
sarana pengumpulan sampah; 

b, menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah d.imasing-masing rurnah 
tangga: dan 

c. mengusulkan kebutuhan TPS 3R ke Pcmerintah Daerah Kabupaten Melawi 
melalui Dinas Lingkungan Hidup. 

. , 



• • 
(31 inn ... 

Pasal 62 

(1) Masa bcrlalru izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.l 61, paling lama 3 (tigaJ tahun dan dapat diperpanjang; 

(2) Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja scbclum habis rnasa 
bcrlaku izin. 

Pasal 61 

(1) Pelaku usaha yang a1can melakukan usaha pengelolaan sampah wajib 
mendapatkan izin dari Bupati. 

(2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1), badan usaha harus mengajukan pcrmohonan secara tertulis 

kepada Bupati dengan melampirkan pcrsyaratan administrasi dan teknis 

yang diatur da1am peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 60 

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas kebersihan sebagairnana dima.ksud 
dalam Pasal 58 dan Pasal 59, diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 
PERIZINAN DAN REKOMENDASI 

Bagian Kesatu 
Pcrizinan 

Pasal 59 

(1) Pcriindungan keselarnatan kerja bagi petugas kebersihan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 57 huruf b. berupa alat perlindungan diri untuk 
melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungk.inan adanya 
pemaparan potensi bahaya, kecetakaan dan penyakit saat melaksannkan 
rugas. 

(2) Alat pt"rlindungan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa; 
a. alat pelindung kepala: 
b. alat pelindung mata: 
c. alat pclindung pernafasan: 

d. alat pelindung tangan: 
e. baju pelindung: dan 
f. alat pelindung kaki. 

Pasal 58 

Periindungan kesehetan bagi tenaga kebersihan sebagaimana dima.ksud dal 
Pasa1-- ~ 

JI huruf a, berupa asuransi kesehatan yang pelaksanaannva sesuai 
dengan ketencuan p('raturan pt'rundang-undanga.n. . 

a. Keseharan: dan 

b. Keselamaran kerja. 



. 
"' 

(1) lnscntif dibcrikan bcrupa: 
a. ineentif fiskal; dan/atau 
b. inscntif non fiskal. 

(2) loscntif fiskal acbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa 
antara lain: 

Bagian Kedua 
lnsentif 

Pasal 65 

pcrscorangan atau badan usaha. 

dalam 
masyarakat; dan 

c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan 
pengolahan sampah. 

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan disinsentif kepada 

sampah yang dila.kukan oleh 

(1) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah diberikan untuk: 

a. meningkatkan upaya pcngendalian sarnpah dalam rangka mewujudkan 
tujuan pcngelolaan sampah; 

b. memfasilitasi kegiatan pcngolahan 

BABX 

INSENTIF DAN DISINSENTIF 
Bagian Kesatu 

Um urn 
Pasal 64 

Pasal 63 

(1) setiap penyediaan fasilitas pemilahan sampah, TPS dan TPS 3R harus 
mendapatkan izin dari Bupati Melawi. 

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi penyediaan fasilitas pemilahan 
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Rekomendasi 

(3) izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan kccuali atas 
persetujuan Bupati. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pengelolaan sampah diatur dengan 
Peraturan Bupati. 



BAB XI .. 

( l) Penerima disinsennf fiskal dan non fiskal sebagairnaoa dirnaksnd d.a.!.a=r. 

PasaJ 66 ayat (2), diusulkan olcb Kepala Dinas upada Bupao Wd.wt 

bcrdasarkan basil penilai.an yang dil.aJrukan oleh Tim ~ ~~ °'e: 
Dinas Llngkungan Hidup. 

(2) Ketenruan Iebih lanjut ~ pembcrian di.sinsen:if sri,agai-ran.a 
dimak:sud pada ayat (1) diarur dengan Peraruran Bupan. 

Pa.sal 67 

sesuai dengan stand.ar yang ditetapkan dan azau ~.,a& ;,e::~!:Jl-·a-- sa-::;:,..::. 
schingga berdampak ncgatif pada kescbaran dan arau ~ t::ga""' 

(2) Disinsentif sebagaimana di:rnaksud pada ayat : . dapa; 1::,e:-,..:;a 

a. disinsentif fiskal; dan 
b. disinscntif oon fiskal 

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana d1rnaksud pada ayat r.::1 hl.t:'Uf a. ~.:;,a 
penghentian pengu.ranga..o pajak daerah atau retribusi c.ae:-~ 

( 4) Disinsentif non fiskal scbaga.iman.a dimaksud pada aya: (21 h un=i b. be.:'-..:;,a 
pcrsyaratan khusus dalam perizina.n. ~ berupa ~ azau 

imbalan dan/ atau pembatasan penycdiaao prasarana dan saraoa. 

Bag:a._ h:e>..ga 

pengha.-gaai 

(4) Penerima msenur fiska! dan non ~ scb?:2r_ ·-2-.a c -~·=~ -~ =1cca ~~ 
(2) dan ~-a1 fJ, dius-~ o:Ch K..~ Draas ~ Bt::;ie.:: ].(.--:.,a,r. 

bttdasark.an hasil r-.-. ;1 .. ; ~ - r-·~ yang d~!c·ica:::i oie:: T ....... ya-:s c=--c:::-a: :c 
Dinas Lingkungar: Hldup . 

(5) Ketenruan lebih lanjut ~ pemoenan ~~ se~g;a~.a-.a r--;; <s:-C 
pada ayat ( 1) diatur decgan Peranzraa 8'"'"1J0..=.. 

dan atau pcngol.ahan So:m:;>?..h; 

b. dan.a t>eg,..t!:r.cac 

c. keringanan pajak c1aera!'.: car:. azau pc-...g-~ ~e" ... ~ 

(3) lnscnrif non fiskal scbaga=uar.a c:=.afcsud oac.a -.-· · 1..,-....: ,._ - c:.. ~ ... ..__'-o.- - ... 
pcmberian kemudaban d.a!a:m pc::z.::-.an ca:: a:..a:.1 b'.a- 

. .. 



(2) Kcmitraan ... , 

~Ml 70 

(1) Masyarakat dapat berrnitra dengan pelaku usana dalam pengelolaan 
sampah untuk kegiatan ekonomi bailc dilakukan secara perorangan maupun 
kelompok. 

PasaJ 69 
( 1) Pcrncrintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan 

sampah. 
(2) Bentuk kernitraan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: 

a. kerjasama operasi den atau jasa pengelolaan sampah: 
b. pengadaan sarana: 
c. penyertaan modal; 
d. penyediaan sumber daya manusia; dan/ a tau 
e. peran serta masyarakat. 

(3) Bentuk kcmitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di 

bidang kebersihan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah 

diarur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Kemitraan 

ayat (2), dilaksanakan sesuai 

a. pernbatasan timbulan sarnpah; 
b. pendauran ulang sampah: 
c. pemanfaatan kcmbali sarnpah; 
d. pemilahan sampah; 
e. pengumpulan sarnpah; 
f. pengangkutan sampah; 
g. pengolahan sampah; dan 
h. pemroscsan akhir sampah. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8A8 XI 

KER,JASAMA DAN KEMITRAAN 

Bagian Kcsatu 

Kerjasama 
Pasal 68 

( 1) Pemcrintah Daerah dapat melakukan kcrjasama dengan pemerintah daerah 
lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan sampah. 

(2) Kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam: 
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a. Pemantauan ... ' . 

Pasal 79 

( 1) Pcmcrintah Dacrah melakukan pcngawasan tcrbadap pcnyelenggara 
pcngclolaan sampan, mclalui kegiatan: 

BAB XIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 78 

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pcmbinaan tcrhadap pcnyclcnggara 
pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan: 

a. koordinasi; 
b. sosialisasi: 
c. penyuluhan dan bimbingan teknis; 
d. supervisi dan konsultasi; 
e. pendidikan dan pelatihan; 
f. penelitian dan pengernbangan; 

g. pengembangan sistem infonnasi dan kornunikasi; dan 
h. penvebarluasan informasi. 

(2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakaanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 77 
Kctcntuan lcbih lanjut mcngcnai data dan inforrnasi pcngclolaan sampah 
sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 76 diatur dengan Peraturan Buoati. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubungkan 
dalam satu jejaring lingkup daerah dan nasional. 

(3) Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), merupakan tugas Kepala Dinas yang menyelenggarakan 
Pcngelolaan Sampah. 

data dan informasi 

BAB XIII 

DATA DAN INFORMASI 

PasaJ 76 
( 1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan 

pengelolaan sampah yang paling sedikit memuat: 
a. sumber sampah; 
b. timbulan sampah; 

c. komposisi sampah; 
d. karakteristik sampah; 

e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan 
f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. 



.. 

kepada masyarakat 
pem.rosesan akhir 

(1) Pemermtan Uaerah wajio memberikan kompensasi 
sebagai ak:ibat dampak negatif yang ditimbul.kan oleh 

sarnpah. 
(2) Oampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, meliputi: 

a . pencemaran air, . ; b. pencem.aran udara; 

, c. pencemaran tanah; 
. ': d . longsor; 

.... . e . keba.karan;dan/ a tau 
r . ledakan gas metan. .. 

Pasal 83 .. 

Kt:UUlWU:Ul. 

----- r-··o- ... -·-· ---r-· J-·o ----·-··oc,---- -·-- -·-J--- ----- 

,-, ...... __ ..,.. ---- - --- -- --,--· ----·-- -- -- --·--· --- -r- ---- ---, --- 

ra.:.cu o J. 

Pasa.J 80 
Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah. 

BAB XV 

PENDANAAN DAN KOMPENSASI 

Bagian Kesaru 

Pendanaan 

perundan~-undangan. 

pengelolaan sampah sebagaimana ctimaksud pada 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraruran 

pada ayat (1 ), 

a. pemantauan; 

b. pengendalian; 

c. evaluasi; dan 
d. pelaporan. 

(2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 
berupa: 

a. pengawasan teknis; dan/atau 
b. pengawasan khusus. 

(3) Kegiatan pengawasan 

ayat (1) dan ayat (2). 



(21 Dau ... 

Pasal 86 
( 1) Dalarn mcnyarnpaikan pengaduan sebagairnana dirnaksud dalarn PasaJ 85, 

disertai data palin~ sedikit mernuat identitas pelapor, perkiraan sarnpah, 
alot bukt i, lokaai terjadinyu pernbuangan sampah liar dan wakru 
diketahuinva pembuangan sarnpah liar. 

a. merungxatxan xemarnpuan, xemancinan, xeoercayaan aan xerrurraan 
dalam pengelolaan sampah; 

b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dala.m pengolahan 
sampah; 

c. meningkatkan kctanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat 
darurat dalam pengolahan sarnpah, seperti terjadi kebakaran di TPS. 

TPS 3R, atau TPA yang rnembahayukun; dan 
d. menvampaikan informasi, laporan, saran dan /ntau kritik vang 

berkaitan deng:.rn pengeloluun sampuh. 

(2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah 

melalui kegiatan: 

a. penyediaan don/at.au pengembangan teknologi pengolahan sarnpah; 
b. bantuan prasaruna dan sarana; 
c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sarnpah;dan 

d. pembinaan pengolahan sarnpah kepada masyarakat. 
Bagian Kedua 

Pengaduan Masyarakat 

Pasal 85 

Setiap orang yang mengetahui, rnenduga dan/at.au menderit.a kerugian akibat 
pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintab 

Dncruh. 

cara: 

PasaJ 84 

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan 

Bagian Kesatu 
Um um 

t:,l\t, AV I 

Pasal 83 
( 1) Bentuk kompensasi sebagairnana dirnaksud dalarn PasaJ 82 d be , apat rupa 

uang, relokasi penduduk, pemulihan kualitas linzkunean bi ke h KAu ......... iava se ata.n 

dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau 
kompensasi dalam bentuk lain. 

(2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah Daerah dapat bekeriasama dengan asuransi. 



. ' .. . . 

Pasal 90 
( 11 AnAAota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati. 
(2) Masa iabatan AnAAota Forum Masyarakat Peduli Kcbersihan selama 3 

(u~u) tahun. 
(1) Anl,U!ornn biava untuk kegiatan AnAAota Forum Masyarakat Peduh 

!:c~en..ih...u1 dibebankan pada Anggaran Peridapatan dan belanja daerah 
IA,Pnf)\ (1 ln c.11mivr hHn V;.tf'\O ~h nAn tirlAk IT'POPlk~t !vrn·~<;~rk'•n 

3. unsur pernerhati lingkungan hidup; dan 
4. unsur tokoh masvarakat. 

Pasal 89 

Keanggotaan Forum Masyarakat Pcduli Kebersihan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 87. terdiri dari: 
a. Unsur Pernerintah Daerah; dan 
b. Pernangku kepentingan yaitu: 

l . unsur akadernisi; 
2. unsur asosiasi: 

Bagian Ketiga 
Forum Masyarakat Peduli Kebersihan 

Pasal 88 
l l l Forum Masyarakat Peduli Kebersihan merupakan lembaga yang bersifat 

tetap yang dibentuk oleh Bupati. 

l2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). rnernpunyai rugas: 

a. rnernberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sarnpah; 

b. menarnpung dun menyampaikan aspirasi masyarakat dan/ atau pelaku 
usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelcnggaraan 
pengelolaan sampah; dan 

c. rnelakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan. 

Pasal 87 
Ketentuan lebih laniut rnengenai tata cara · ~ · · penyarnpaian pengaduan 
masyarakar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur 
dengan Peraruran Bupati. 

P) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iib dirah · 
, Wa.J1 1 asiakan oleh 

penerima pengaduan. 

• 



~uli A.nAAaran biava untuk kegiatan Anggota Forum Masvarakat 
Kcbersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah 
t.t.POn1 rlRn ~\Jmlv-r IA if' VAT'IP ~h riRn r•<hik mr>r,~l..,v fv'-rri l~.>r,( l- 

(3) 

Masa jabatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan selama 3 

(tiga) t.ahun. 

(2) 

Pasal 90 

( 1) An~ota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati. 

Pasal 89 
Keanggotaan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan scbagaimana dimaksud 

dala.m Pasal 87, terdiri dari: 

a. Unsur Pernerintah Oaerah; dan 
b. Pemangku kepentingan vaitu: 

1. unsur akademisi; 

2. unsur asosiasi: 
3. unsur pemerhati lingkungan hidup; dan 

4. unsur tokoh masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Forum Masyara.kat Peduli Kebersihan 

Pasal 88 

(1) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan merupakan lembaga yang bersifat 

tetap yang dibentuk oleh Bupati. 

(2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mernpunyai tugas: 

a. memberikan pertirnbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; 

b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku 

usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan sampah; dan 

c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan. 

Pasal 87 
Ketenruan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam p sa1 85 d a an Pasal 86 diatur 
dengan Peraruran Bupati. 

(2) Data :lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh 
penerima pengaduan. 

. . . 

I 
I 



Pasal 95 

(1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dim.aksud 

da1am PasaJ 93 clan Pasal 94, Pemerintah Daerah melalui Dinas 

mel.akuJcan: 

Pasal 94 
Pemerintah Daerah harus rnenerapkan sistem tanggap darurat dalam 

pengelolaan sampah sebagaimana ctimaksud cla1am PasaJ 93, dengan cara: 

a. penetapan lokasi altematif tempat pemrosesan akhir; 

b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak 

berfungsi sistern pcngangkutan sa.mpah, tida.k berfungsi TPA. tidak 

tersedia altematif TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan; 

c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban; 
d. pcnetapan standar opcrasional pcmulihan kualitas lingkungan;dan 
e. pcnetapan kompcnsasi. 

PasaJ 93 

( 1) Pemerinta.h Daerah wajib merniliki sistem tanggap darurat pengelolaan 
sampah. 

(2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pcncemaran 

lingkungan akibat pengolahan sampah; 
b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pcncemaran lingkungan 

akibat pengolahan sampah; 
c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang proscdur standar 

operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan 
akibat pengelolaan sampah; dan 

d. melapork.an kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat 
pengolahan sampah kepada Bupati. 

BAB XVII 
TANGGAP DARURAT 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 92 

Daerah. 

Pasal 91 
Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibantu 
oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dari unsur Pemerin tah 

. ~ .... • 



' ....... . . . . 
(3) TUntutan ... 

Pasal 99 
(1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sarnpah di dalam pengadilan dilakukan 

melalui gugatan perbuatan melawan hukum. 
(2) Gugatan perbuatan melawan hukurn sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 

k · dan mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, erugian 
hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. 

Pasal 98 
(1) Penyelesaian sengketa di Juar pengadilan dilakukan dcngan mediasi atau 

pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. 

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai 
kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke 

pengadilan. 

Pasal 97 
( 1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: 

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; 
b. sengketa antara pengelola sarnpah dan masyarakat; dan 
c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. 

(2) Penyelesaian sengketa sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. 

BAB XVIII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 96 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pcngclolaan Sa.mpah 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

a. rencana tanggap darurat 
penanggwangan sampah· 

b. ~ggap darurat pcnanganan sa.mpah; , 
c. informasi kepada masyarakat m . k . . 

engena.i ondis1 darurat; dan 
d. melaporkan kejadian darurat sampah k d 8 . 

( epa a upan Melawi. 
2) Dalarn hal Kepala Dinas tidak d 

. apat melaksanakan tanggap darurat 
sebag0.1mana dimaksud pada t (1) . 

. aya • Bupati Melawi harus mcngambil a1ih 
tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat pc 

nanganan sarnpah dan 
melaporkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bid lingkun 
hidup dan Keh tan d . ang gan 

. u an an Menten yang bertanggungjawab di bidang 
pekerjaan umurn dan perumahan rakyat. 
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Pasal 104 
Setiap pengcmbang yang lalai atau dengan sengaja tidak ~~"'C'dtabn fssihras 
pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( l J '-"paid~ 
penanggungjawabnya dikenakan sanksi administratif berupa ~l'l&h<'nwm 
sementara izin usaha atau pencabutan iz:in usaha, 

peringatan tertulis. 
(2) Penanggung jawab dan/ atau pengelola kawasan permulama.n. ka.-asan 

perdagangan, Pemerintahan, yang lalai atau dengan sengaja ndak 

menyediakan fasilitas dan/ atau melaksana.kan pengelctaan sa.m~ 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). dikenakan saru._"'Si 
administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.S.000.000.00 ('!im.a juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang Li.i:aI 

atau dengan scngaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan dan atau nJ-.i.k 
melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud da.lrun Pasal 12 &~lilt 

(2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling ~t 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000. :lO (~~ 
juta rupiah). 

.... 

sanksi adrninistratif berupa peringatan lisan dan atau dikenakan 

( 1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan scngaja ridak mc2k-ukan 
pemilahan sampah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat I r1 

BAB XX 
SANKSI ADMINlSTRATIF 

Pasal 103 

untuk kepentingan dinas; 

k. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangao yang r..c'...a!: 
ditetapkan; 

1. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan /atau ~ 
lingkungan; 

m. mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan perunrukac 

angkut sampah; dan/atau menggunakan badan jalan sebagai tempa; 

sampah maupun TPS. 

j. 
i. 

h. 

mencampur sampah dengan lirnbah bahan berbahaya dan beracun, 
mernbuang, menumpuk, menyimpan sarnpah atau bangkaJ bmazang d.: 

jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air, fasilitas umum, !a.st·:as 
sosial dan tempat lainnya yang sejenis; 

membuang sampah dari kendaraan; 

membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor; 

mengeruk atau rnengais sampah di TPS kecuali oleh Perugas Kebe:--s::-..a:: 

f. 

g. 

. 
~ . - . 
{~ ., 

· 1 . 

' 



BAB XXL . .. . :. ·- . . . . ... . ... 

.. . . ·- 

(1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), kepada 

penanggungjawab dikenakan sanksi ad.ministratif berupa uang paksa 

paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib 

memproses Izin Usaha Pengelolaan Sarnpah. 
bukti ti. dale 

(2) Badan usaha di bidang kebersihan dengan sengaja dan ter 
mcmberika.n jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihan 
ecba.gaimana dirnaksud dalam Pasal 57, kepada pcnanggungjawab badan 
usaha bersangkutan dikenakan sanksi berupa pcncabutan izin usaha 

pcngclolaan sarnpah . 

Pasal 106 

ratus ribu rupiah); dan 

d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais 

sampah di TPS yang berakibat sarnpah menjadi berserakan, 

rnernbuang sarnpah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah 

ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah). 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 

operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi 

aparat penegak hulrum. (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. 

b. 

Bupati dapat rnemberikan sanksi administratif be . rupa uang paksa kepada: 
a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar 

jadwal yang dit.entukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 
100.000,00 (serarus ribu rupiah); 

sctiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menurnpuk 

sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, saluran air 
limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa 

paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

setiap orang dengan sengaja atau terbukti rnembuang sampah dari 

kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (1ima 

(I) 

PasaJ 105 



(3) Setiap ... 

undangan. 

(1) setiap orang yang lalai atau dengan sengaja sebagaimana dimaksud pad~ 
· · k · id sesuw pasal 102 point a sampai dengan pomt d, dikenakan san s1 pi ana 

dengan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 
(2) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sarnpah yang 

mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e 
turan perundang­ dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pera 

BAB XXII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 108 

Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia. 

e. 

d. 

c. 

b. 

a. 

BAB XXJ 
PENYIDIKAN 

Pasal 107 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah D h 
dibe · aera 

l n wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

atas pelanggaran ketentuan dalarn Peraturan Daerah ini sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
berwenang: 

(2) 

(1) 

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tidak pidana di bidang pengelolaan sarnpah; 

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga mela.kukan tidak 
pidana di bidang pengelolaan sampah: 

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan 
peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; 

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pcngelolaan sampah; 

melakukan pemeriksaanditempat tertentu yang diduga terdapat bahan 
bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan 

sampah;dan 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. 
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada 



BAB XXJV ... 

Pasal 112 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor l 
Tahun 20l5 tcntang Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak 
berlalru. 

(1) Selama belum ditetapkan peraruran pelaksanaan berdasarkan Peraruran 
Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak 
bcrt.entangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, 

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sa.mpah dilaku.kan paling lama 3 (tiga) 
tahun scjak Peraturan Daerah ini mulal bcrlaku. 

(3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) 

tahun scja.k Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 
(4) Penyediaan TPS 3R dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilalrukan paling 

lama 5 (lima] tahun scjak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 
(5) Peraturan pela.k.sanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini 

diselesaikan pa.ling lama 2 (dua) tahun terh.itung scja.k Peraturan Daerah 

ini diundangkan. 

BAB XXlll 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 111 

Penyelenggara pengelolaan sampah yang dengan sengaja mengabaikan norma, 

standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan dikenakan sanksi pidana 
sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 110 

(5) 

(4) 

Setiap orang yang lalai d . atau engan sengaja memasukan dan/atau 
mcmbuang sampah ke daerah sebagairoana climaksud dalam Pasal 102 
huruf f dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraruran 
perundang-undangan. 

Setiap oran Ialai d g yang atau engan sengaja mengangkut sampah tidak 
roenggu.nakan pengangkutan sampah khusus sebagaimana d.imaksud 

pada Pasal 102 huruf m dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Setiap orang, pelaku usaha, badan usaha dan/ a tau badan hukum yang 

lalai atau dengan sengaja menggunakan badan jalan sebagai TPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf n dikenakan sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

(3) 

.... 
. 

~ 



NOREG. PERATURAN OAERAH KABUPATEN MELAWI> PROVINS! KALIMANTAN 

BARAT: {11) / (-to•1} 

LAWI TAH UN -Z.1.11 NOMOR !J LEMBARAN DAERA KABUPATEN ME 

IVO T ~us MULYONO 

Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 21 per cm per -z.9,1'1 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN MELAWI 

PAN JI 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 2 1 c>ts-cmb.\r :,.011 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 113 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XXN 

r 
, «, . . 


